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cemiskinan mermpaka

dengan masalah kemiskinan sehingga dolim mengatasi masals
erpady dan terkoordinasi dan terintegrasi (Harlik dkk2013). Salah satu yang

menyehabkan kesenfangan

(Tisnawati, 2012).
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan

pekerjaan yang layak sehingga tidak mampu mencukup kebutuhan hidupnya yang

dilihat dari rendahnya konsumsi, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah

dan sebagainya (Paramita dkk, 2015). Masalah kemiskinan dalam setiap negars,

baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif merupakan suatu masalah




yang harus segera terselesaikan, jika masalah ini tidak terselesaikan maka berimbas
pada aktivitas kegiatan ekonomi yang terganggu (Aprianto dkk 2018).
Persentase penduduk miskin yang tinggi disuatu wilayah pasti akan
menjadi beban bagi pembangunan, sehingga pembangunan nasional dikatakan
berhasil jika sudah meminimalisir jumlalitdan persentase (Siregar dkk, 2019).

Berdasarkan grafik distas menunjukkan terdapat penurunan persentase
penduduk miskin di Indonesia mulai tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020
justru mengalami kenaikan sebesar 0.97% atau 2.76 juta jiwa sehingga pada tahun
2020 tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia sehesar 10,19%.
Mayoritas penduduk miskin vang nda di Indonesia sebagisn besar masih
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terkonsentrasi di pulau jawa hingga tahun 2020, sementara itu di setiap Provinsi di
Pulau Jawa ketersediaan akses dan fasilitas infrastruktur lebih lengkap. Meskipun
tingkat persentase penduduk miskin di Pulau Jawa masih tinggi tetapi kontribusi
Produk Domestik Bruto pulau jawa terhadop nasional hingga tabun 2020 sebesar

58,75% sementara sisanya terbagi ke-5Spulau lainnya di Indonesia. Hal ini

mengoambarkan sentrast di Pulsu Jawo
(Niswati, 2
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Sumber : Bodan Pusal Stabstik 2021

Berdasarkan tabel .1 menunjukkon bahwa persentase penduduk miskin
vang ada di Daerah Istimews Yogyakarts dalam kurun wakm 20135-2020
menempatl posisi pertama sebagni provinsi yang memiliki persentase penduduk
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miskin tertinggi di Pulau Jawas. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Daerah
Istimews Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tshun selalu berada diatas tingkst
kemiskinan nasional hingga tahun 2020 masih tercatat sebesar 12.28% atau naik

sebesar 0.84%, Schingga angkn tersebut masih diatas rata rata nasional sebesar

i | {satu) persen (Sari2018). Ment
arta dalom Fakhruddin (2021),

Tabel 1.2 menunjukkan Tingkat Kemiskinan yang diukur dengan
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten'Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun dimana kabupaten Bantul, Gunung Kidul
dan Kulon Progo memiliki angka rata-rata persentase penduduk miskin diatas rata-
rats angka nasional sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
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dikategorikan tingkat kemiskinan rendah. Menurul kepala Bappeda DIY dalam

Evani (2019). bahwa terdapal beberapa tantangan dalam mengurangi angka
kemiskinan salsh satunya akibat terjadinya inclusion error atau kesalahan pada

penerimaan program. Dalem hal ini masyakarat yang tidak masuk kategori miskin

angkatan kerja terhadap banyaknya jumish penduduk serta untuk mengukur besar
kecilnya produkiivias masyarakat (Pumamasari dkk, 2021). Ketimpangan terjadi
jika peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak diimbangi
dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga, akan menimbulkan



permasalahan pengangguran dan berujung pada permasalahan kemiskinan (Nanda,
2018).

Pada tahun 2015-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada
setiap Kabupaten/Kota di Povinsi Daerh Istimewa Yogyakarta cenderung
mengalami fluktuasi. Berikut ini merupakim tabel Tingkat Partisipasi Angkatan

ahun 2015-2020 ditkuti ke 4

abel 1.3 merupakan data Tingkat Partisipas
imewa Yogyakarta tshun 20152020, Kabupaten Kulon

Yogyakarta pada tahun 2015-2020 memiliki angka rata rata Tingkat Partisipasi
Anghkatan Kerja paling rendah jika dibandingkan dengan ke-4 Kabupaten di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan

diperkotaan mengalami penurunan penswaran tenaga kerja. hal ini dikarenakan



sulitnya untuk masuk ke lapangan pekerjaan diwilayah perkotaan yang di domisili
sektor formal dimana membutuhkan persyaratan tertentu (Badan Pusat Statsitik,
2019),

Pengangpguran merupakan isu penting sehingga sangat kompleks umtuk
kemiskinan (Syafrind d . Hal ini |

adanys wabah Covid-19 tidak hanys berdampak pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi sekor ketenagakerjaan juga mengalami dampak negatif sehingga terjadi
kenaikan angka pengangguran. Jumlsh pengangguran di Daerah [stimewa
Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut..



Tabel 1.4 Jumlah Pengangguran
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahuan 2005-2020

Kulon progo A%66 | 6.124 | 4873 | 3R | 4710 | 24.783 B.RES
Bantul 15309 | 10324 | 17466 | 16118 | IBORD | K591 14315
Gunung Kidul 11326 | B322 | 7.0B5S | 9606 | H972 | 10005 92153
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Kebijakan upah minimum juga menj erintah dalam mengatasi
kemiskinan. apabila kebutwhan dapat terpenuhi maka Kesejahleraan tenaga kerja
dapal meningkat (Febrianica.2014). Schingga dalam upaya mengentaskan
kemiskinan dopat melalui peningkatsn pendapatan maspun produktivitas bagi
pekerja sehingga dapat membantu mereka keluar dan kemiskinan ketika pekerja

tersebut termasuk datam kategori miskin (lslami dkk, 20019).  Menurut Badan



Pusat Statistik (2016), Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar
minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada
pegawai, karyawan, stou buruh di dalam lingkungan bisnis atau kerjanya.
Peningkatan Upah Minimum Regional di Provinsi Daersh Istimewa Yogyakarta

1.4 berkut.

pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tilel

abupaten dan | (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyaka

Dalam Penelitian sebelumnya vang dilakukan oleh Alfionika dkk (2021)
yang berjudul “Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di KabupatenKota
Provinsi Jambi” dengan menggunakan teknik analisis data panel memberikan hasil
bahwa variabel pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Tingkat Parfisipasi

Angkatan Kerja Bersama sama berpengaruh  signifikan terhadap tingkat



kemiskinan pada KabupstenKota di Provinsi Jambi, sedangkan secara parsial
variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara varisbel pengangguran dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Prowifisi Jambi. Selanjutnya penelitian yang
glitian “Pengaruh Tingkat

yang mempengaruhi kemiskinan di Dacrah Tsfimewa Yogyakarta tahun 2003-
2011" dengan menggunakan Teknik analisiz dotm panel memberikan hasil
penelitian bahwa upah minimum berpengamuh positif terhadap kemiskinan di lima
kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan variabel produktivitas



tenaga kerja, Pendidikan, kesehatan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap
kemiskinan di lima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Beberapa faktor yang masih membuat angka kemiskinan masih tinggi
diantaranya adalah upah minimum yang tergolong rendsh, pengangguran yang
tinggi dan kecilnya kesempatan lapanganpiterjaan (Niswan dkk.2021), sehingga
angguran dan Upah
7 penelitian berjudul

kit Kemiskinan di

in kemiskinan menjadi masalah pada se mwmm ad:uh
: Salah satunya pada Daerah lstimewn Yogya I
niskin. yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarts rel

terlaksana. Ketimpangan terjadi jika peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehinggs,
akan menimbulkan permasalahan pengangguran dan berujung pada permasalahan
kemiskinan, Kebijakan upah minimum juga menjadi usaha pemerintah dalam
mengatasi kemiskinan, apabila kebutuhan dapat terpenuhi maka kesejahteraan



tenaga kerja dapat meningkat Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirmmuskan

sehagai berikut :

I, Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat
kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
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1.3,  Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian
imi sebagai berikut :

|.  Untuk melihat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia
ekonomi khususnyva dalam subsekior ekonomi pembangunan dan menjadi landasan
pengembangan dalam media pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan dan
akademis dalam bidang ilmu ehonomi

3. Manfant Praktis

a. Bagi pemerintah



Dengan adanya pembuatan penelitisn ini diharapkan dapat menjadi salah satu
dan melakukan upaye pemenuhan kebutuhan warga negara secara layak sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan masvarokat,

. Bogi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam dunia ilmu pengetahuan ekonomi
khususnya dalam sektor ketenagakerjatn, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat

ini terdapat lima (5) sistematika penulisan antars la

o betakang masalah ferkait

v yang a!-n di Daerah Istimewa __._:_

pada bah 11 ini be landasan teori baik teori yang
dikemukakan oleh parm ahli maupun feori yang mendukung dan
menguatkan penelitian ini. Se]mumnmﬂapalhﬂhempapmalmmtmﬂlhuhl
vang telah dilakukan, kerangka berfikir dan hipotesis atau dugaan
sementara hasil penelitian.

BAB Il Metode Penelitian

Dalam bab [11 ini menjelaskan dan memberikan gambaran tentang jenis
penelitian vang dilakukan oleh peneliti, jenis data dan sumber data, teknik
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pengumpulan data. definisi operasional serta vang terakhir adalah Teknik
analisis data.
BAB 1V Analisis dan Pembahasan
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